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ABSTRAK
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ABH Taman Harapan Kota,l angsa)
Tanggal Munaqgasyah :/18 Desember 2023

Tebal Skripsi : 72 Halaman

Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
PembimbingAdl : Nurul Fithria M. Ag

Kata Kunci : Pembinaan, Anak, Tindak Pidana, LPKS

Dalam ‘kasus Anak Berhadapan dengan ' Hukum (ABH) di Lembaga
Penyelenggaraan Kecsejahteraan=Sosial atau disingkat (LPKS), anak sebagai
pelaku tindak pidana merupakan' snatu masalah yang memerlukan perhatian
khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa.
Pemberian sanksi atau ‘penjatuban hukuman dalam perkara anak-anak
mempunyai_tujuan edukatif' untuk anak. Untuk itu meski tindak pidana
dilakukan oleh anak di bawah wumur tidak-dikenakan pertanggungjawaban
pidana atau jarimah-jarimah yang, diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi
pembinaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan yuridis emperis, yaiti-suatuspendekatan dengan melihat bagaimana
praktik pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa. Adapun masalah® yang penulis kaji adalah bagaimana
proses pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa, bagaimana hukum Islam meninjau bentuk pembinaan
anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa,
apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan anak sebagai
pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. Proses
pembinaan nya ada empat tahapan yaitu: upaya perbaikan karakter, pengubahan
tingkah laku salah suai, perbaikan spiritual, dan pelatihan vokasional. Anak
yang melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus
bersalah oleh hakim, hukumannya berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan
Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum Islam anak-anak diberi
pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum. Faktor pendukung dalam
kegiatan pembinaan anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa,
yaitu: semua pihak yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa
ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum.
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Faktor penghambatnya yaitu hambatan dalam pembinaan, kurangnya fasilitas,
dan kurangnya sosialisasi.

KATA PENGANTAR

Sl 2

o~

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi
ini yang berjudul “Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa)”. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan
kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat
perjuangan beliau-lab kita“telah diuntunnya” dari alam jahiliyah ke alam
islamiyah, dari alam kegelapan Keralaim yang'terang benderang yang penuh
dengan ilmupengetahuan, seperti yang kita pasakan pada saat.ini.

Skripsi ini merupakan. kewajiban yang ‘harus penulis selesaikan dalam
rangka melengkapi tugas-tugass dan;.memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi
ini, penulis banyak memperoleh bantuan-dan bimbingan dari berbagai pihak,
dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
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atas dukungan dan doa yang terus mengiringi langkah penulis sehingga
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motivasi bagi penulis.

ember 2023

<Spilplidsa L
AR-RANIRY

XViii



al dari bahasa Arab

ditulis deng : k membacanya

dengan b ) e penulisan kata

dengan titik di

2 [
3 &
> dengan titik_d1
4= %tasn 'aﬁ B
e | A
h dengan titik d .
6 c h bawahnya 2t d Q
7 [ Kh 22 |4 K
8 3 D 23 | J L
9 5 7 z dengan titik di 2% |a M
atasnya
10 | o R 25 | o N
|3 4 26 |9 w
12 | o S 27 | e H

XiX



13 | & Sy 28 | s
14 | oa S s dengan titik di 29 | g v
bawahnya
. d dengan titik di
ERES d bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, sepe

al bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong

a. Vokal Tun

nda atau harkat,

a2 Arab yang | rabungan antara

harkat dan hu

Tanda dan
Huruf
s © Fathah dan ya
5 Fathah dan wau Au
Contoh
“aS= kaifa, Jds® = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf

s/ Fathah dan alifatauya | A
¢ Kasrah dan ya I
3 Dammah danwau U
Contoh:
Ji= qala

<= rama

, kasrahdan

un,transliterasinya
adalah h.
c. Kalau pada sua ah ( 3) diikutioleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah
maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
}LAJMY‘ : raudah al-atfal/ raudatul atfal
&NQSM\ :al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
alb  7utpan
Modifikasi
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. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
sepertt M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

AR-RANIRY
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan remaja semakin
menarik perhatian. Permasalahanhya semakin serius sampai berhadapan
dengan hukum, anak sebagai pelaku “tindak pidana tentu tidak dapat
dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak anak yang berkasus hukum itu
harus mendapat petlakuan hukum yang ideal danSesuai, baik dalam bentuk
pemberiafi hukuman, pengajaran, atau pembinaan lebih lanjut yang
dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hanya saja, jalan, memberikan
sanksi hukum pada anak ‘bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik untuk
ditempuh, atau justru pemberian hukuman pada anak yang tergolong di
bawah umur akan membuat efeky, vang lebih besar ke depan bagi anak
tersebut. Oleh sebaby, ity upaya peémbinaan anak yang berkasus hukum itu
lebih diutamakan dari sekedar memberi hukuman pada anak.’

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban
dan anak ‘saksi. Pengertian-anak'yang melakukan pelanggaran hukum atau
bisa disebut juga ABH terdapat dalam pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan
bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya
disebut Anak, adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.”

Berdasarkan hasil survei sosial yang dibuat oleh Pembimbing
masyarakat di Balai Pemasyarakatan, Dimulai dari Anak yang berhadapan

dengan hukum (ABH), Anak Pelaku dan Saksi/ Korban. Pendamping

! Dimuat dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



masyarakat ~ merekomendasikan = penempatan anak di  Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau disingkat (LPKS) untuk studi
yang berpotensi signifikan bagi masa depan anak, LPKS adalah Lembaga
Kementerian Sosial yang tugasnya antara lain melaksanakan reintegrasi
sosial Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut Undang-
Undang No.11 tahun 2012, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(LPKS) adalah lembaga-atau tempat pelayanan sosial yang memberikan
pengasuhan sosial (kepada anak. Kemudian hal-hal terkait standar LPKS
diatur melaldi Keputusan Menteri Sosial Nomor 15 tahun 2014.

Lémbaga Penyelenggaraan | Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat LPKS adalah lembaga pembinaan bagi anak. Peraturan yang telah
ada diharapkan mampu memberikan pembinaan terhadap anak, namun pada
kenyataannya masih belum menggembirakan, nasib anak yang berkonflik
dengan hukum belum, seindah umgkapan verbal yang sering Kali didengar
memposisikan anak, bernilai, ‘pénting, pefierus masa depan bangsa dan
sejumlah® simbolik lammnya. Namun®™ Lembaga “»Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (LPKS) selalu meningkatkan pembinaan terhadap
ABH yang menjadi perhatiait senius,skhususnya LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa, berikut data ABH di LPKS; ABH Taman Harapan Kota Langsa

Tabel 1.1 Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023 di LPKS ABH

Taman Harapan Kota Langsa®

No | Nama | Gender Umur Kasus Lama di LPKS

l. RD Wanita | 16 Tahun Korban | 10-02-2023 sampai
Kekerasan | 15-02-2023

2. RS Pria 17 Tahun | Narkotika | 04-03-2023 sampai
(Pelaku) | 15-09-2023

2 Wawancara dengan Bapak Serwan, Selaku Petugas LPKS ABH Taman Harapan Kota
Langsa, Pada tanggal 03 Mei 2023.



dan Pelaku
Pelecehan

Seksual

3. RM Pria 17 Tahun Laka 30-04-2023 Sampai
Lantas 30-06-2023
(Pelaku)

Dari data di atas, dalam kasus ABH di LPKS, anak sebagai pelaku
tindak pidana merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus
pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa.
Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang
menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang
berkaitan dengan anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada
anak yang melakukan tindak pidafa.

Pemberian sanksi atad penjatuham” hukuman dalam perkara anak
mempuniyai tujuan edukatif,dalam penibefian sanksi pada,anak.3Untuk itu
meski tindak pidana dilakukan oieh anake-di bawah umur tidak dikenakan
pertanggungjawaban pidana-atau'jawiniah-jarimah yang diperbuatnya, akan
tetapi ia bisa dijatuhis pengajarany Pengajaran ini meskipun sebenarnya
berupa hukumanjuga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman
pembinaan bukan hukuman pidana. Seperti dalam sebuah putusan berikut
ni :

Menyatakan Anak RS Bin AS HSB telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat; 2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Anak oleh karena itu dengan

3 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Islam, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 370.



Uqubat 7a zir Penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
(LPKS) selama 6 (enam) bulan.*

Dari putusan di atas dapat disimpulkan anak di bawah umur hanya
dikenai pembinaan di LPKS, maka pemerintah menerapkan aturan bagi
anak yang melakukan tindak pidana, aturannya yaitu pemerintah
memberikan sanski ringan berupasl/2 dari orang dewasa serta memberikan
pembinaan khusus di LPKS terhadap analk tersebut. Berdasarkan uraian di
atas, penulis tertarik untuk mencliti lebih jauh tentang proses pembinaan
anak yang berhadapan dengan hukum dalam kajian skripsi dengan judul
“Proses/ Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah’diuraikan di atas, maka penulis

mengambil rumusan masalah yang akan‘dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses; pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di
LPKS ABH Taman<HardpanKeta. Langsa ?

2. Apa saja faktor pemghambat,dan; pendukung dalam pembinaan anak
sebagal pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota
Langsa ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses pembinaan anak
sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota
Langsa?

4.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

“https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mslangsa/kategori/

pidanaumum-1/tahunjenis/ upload/tahun/2022.html



https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mslangsa/kategori/pidanaumum-1/tahunjenis/%20upload/tahun/2022.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mslangsa/kategori/pidanaumum-1/tahunjenis/%20upload/tahun/2022.html

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan anak sebagai pelaku
tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam
pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa.

3. Untuk mengetahui tinjauan®Hukum Islam terhadap proses pembinaan
anak sebagai pelaku“tindak pidana.di LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan
dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua, jenis kegunaan,
yaitus

1.\ Secara teoritis, hasil penelitian ini 'dapat dijadikan masukan dalam
rangka pengembangan ilmu  pengetahuan dan = menambah
perbendaharaan kepustakaamterutama dibidang hukum.

2. "Secara praktis, hasil penclitianini dapat dijadikan sebagai bahan untuk
mewujudkan kesadatan masyarakat yang berdasarkan hukum,
sehingga diharapkan | dapat Jdebibhy mengetahui dan mengerti terkait
bentuk pembinaan anak sebagatpelaku tindak pidana di Kota Langsa.

D. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami
pembahasan ini, maka lebih dahulu diuraikan pengertian judul sebagai
berikut:
1. Pembinaan
Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan pe-
dan akhiran-an. Bina atau membina berarti mengusahakan supaya
lebih baik. Awalan pe- berarti proses, dengan demikian pembinaan

berarti proses, cara, perbuatan membina atau usaha, tindakan, dan



kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh
hasil yang lebih baik."
2. Anak
Menurut Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012, “Anak yang
Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas)tahtin yang diduga melakukan tindak pidana”.®
3. Tindak Pidana
Tindak pidana adalah perbuatan gangholeh aturan hukum
pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.’
4. Hukum Islam
Hukum Islam (syari’ah). adalah kaidah- kaidah yang di
dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul yang mengatur

tingkah laku yang'mengikatbagi semua’pemeluknya.®

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian-ini digunakan beberapa literatur kepustakaan yang
memiliki hubungan dengan- miasalah-masalah yang sedang diajukan. Dari
segi buku-buku serta beberapasskripsi; yang sejauh ini didapatkan, diperoleh
beberapa kesamaan teori dengan pembahasan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Seperti di dalam beberapa referensi berikut ini:

Pertama, skripsi karya Wahdah yang berjudul Sanksi Pidana
Pelecehan Seksual Antar Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana pelecehan

seksual antar anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

5 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), him. 201.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

" Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian
Dasar dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.

8 Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang , 1970), hlm. 4.



Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus
LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Kedua, skripsi karya Muh Galang Pratama yang berjudul Sanksi
Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Nasional
dan Hukum Pidana Islam. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana
pembunuhan yang dilakukaf oleh anak disbawah umur, modus operandinya
dan bagaimana efek penjatuhan sanksinya dalam hukum pidana nasional dan
hukum pidana Islam. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses
Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana DitinjausMenurut Hukum
Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Ketiga, skripsi karya ' Ahmad Aqram Amrullah yang berjudul
Pembinaan Narapidana Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
di Lembaga Pemasyarakatan Kias [la Maros), /Skripsi ini menjelaskan
tentang bagaiamana, pelaksanaan Pembinaans Narapidana Anak dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus' di‘lLembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Maros).. Sedangkan skripsi penulis’ membahas tentang Proses Pembinaan
Anak Sebagai Pelaku Tindak PidanazDitinjau Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus LPKS'ABH TamanHarapan Kota;Langsa):

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Rosmaini, yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Jarimah (Studi Perbandingan
Qanun Acara Jinayah No. 7 Tahun 2013 dan Uu No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak), skripsi ini menjelaskan tentang bentuk
perlindungan hukum terhadap anak pelaku jarimah baik dalam Qanun
maupun Undang-Undang. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang
Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut
Hukum Islam (Studi Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

Kelima, Jurnal yang di tulis oleh Adam Sani, RusjdiAli Muhammad
dan Moh.Din yang berjudul Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum



Islam dan Hukum Pidana Indonesia, jurnal ini menjelaskan tentang
Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dan dalam hukum pidana
Indonesia. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang Proses Pembinaan
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa).

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah metode yang sekiranya akan diterapkan
dalam penelitian yang akan dilakukan, baik memakaizmetode pendekatan
yang bersifat normative (legal research) atau menggunakan metode empiris
(yuridis sosiologis) dapat juga menggunakan gabungan antar keduanya.’
Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi
yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal
tersebut, metode yang digunakan.dalam penelitian ini yaitu :
1. Jenis penelitian
Penelitian ini\termasuk penelitian lapangan, (field research).
Yaitu termasuk penelitian yang dilakukan di lapangan, diharapkan
peneliti dapat memperolehsinformasi dan data sedekat mungkin
dengan kenyataanppraktik pembinaan anak sebagai pelaku tindak
pidanal di-Kota Langsa, sehingga pengguna hasil penelitian dapat
memanfaatkan hasil dengan baik.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat

bagaimana praktik pembinaan yang terdapat dalam peraturan

9 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
hlm. 17.



perundang-undangan dengan tinjauan hukum Islam dan dihubungkan
dengan permasalahan pelaksanaan yang ditemui di lapangan.
3. Sifat Penelitian
Tipe penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan
penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang
orientasi/ arah pembinaan bagianak pelaku jarimah pelecehan
seksual di Llangsa Kota dan memberikan data yang seteliti mungkin
tentang permasalahan yang ada di lapangan.
4. Sumber Data
Sumber Informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yvang penulis peroleh melalui penelitian di
lapangan yang dilakukan dengan/ observasi di lapangan dan
wawancara dengan pihakwyang tefkait!® Untuk mendapatkan data
primer metode vang digunakansadalah metodespenelitian yuridis
empiris yaitu; penelitian 'mengenai proses pembinaan anak
sebagai pelaku«tindakiptdana di LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa:

b. Data Sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui
penelitian perpustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi
buku-buku tentang hukum, artikel-artikel hukum, hasil penelitian
hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan.t!

5. Teknik Pengumpulan Data

10 petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.
1 1bid, him 186.
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Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data
primer untuk keperluan penelitian.'? Adapun teknik pengumpulan
data meliputi empat hal yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dalam mencari bahan pustaka, seorang peneliti perlu
untuk mengetahui seluk-beluk perpustakaan sebagai tempat
terhimpunnya.data sekunder:»Pengetahuan tentang seluk-beluk
perpustakaan akan menbantu seorang peneliti untuk menghemat
waktu, tenaga, maupun biaya.™> Maka di dalam penelitian penulis
akan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang
diperlukan seperti bahan-bahan  primer, sekunder dan bahan-
bahan lain yang terkait tentang pemberian pembinaan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila
peneliti ingin melakukan studi peadahuluan untuk’ menemukan
permasalahan “yang harus® diteliti, peneliti memakai daftar
pertanyaan terstruktur untuk wawancara dengan Bapak Serwan
selaku petugas.barang,.Jbu Elda selaku kepala LPKS, dan Bapak
Syafii selaku konselor. Selama ini metode wawancara selalu
dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan
data dilapangan dengan menggunakan alat perekam maupun alat
tulis.!* Wawancara dianggap efektif karena dapat dilakukan
bertatap muka secara langsung dengan beberapa petugas LPKS.

c. Observasi

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 174.

13 Soejono, Soekanto, Peneltian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta:
RajawaliPers, 2006), him. 41.

14 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D, (Bandung: Alfabrta, 2009), Him. 194.
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Pengumpulan data dengan observasi adalah cara
pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada
pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dengan
observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
bentuk pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di kota

Langsa.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-
hal atau variable, yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan
sebagainya.’ Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan
waktu . sehingga memberi peluang /kepada peneliti untuk
mengetahui hal-hal 'yang pernab tegjadi di waktu silam. Secara
detail bahan »dokumenter £ tefbagi beberapa, macam yaitu
autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,
klipping, dokumén- pémerintah atau swasta, data deserver dan
flasdisk, dan data tersimpan;di website.’® Dalam penelitian ini
peneliti. akan melakukan metode dokumentasi dengan cara

mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data

secara sistematis yang diperoleh dari temuan lapangan berupa

15 Surhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (edisi
revisi), (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

16 Juliansyah Noor, Metode penelitian,; Skripsi, tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah;
Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2011), him. 141.
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wawancara, keadaan subjek maupun objek penelitian dan bahan-
bahan lain yang menjadi pendukung penelitian berupa hasil

wawancara dengan petugas terkait.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skeipsivini dibagi dalam beberapa tahapan yang
disebut dengan babgsdimana masing-masing, bab diuraikan masalahnya
tersendiri, namun masth dalam konteks yang saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini ymerupakan materi

pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan
penulisan, penjelasan istilah, kajian“pustaka, /dan/metode penelitian yang

kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab kedua, pada babiini membaha$ tentang pembinaan anak sebagai
pelaku tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana,
pengertian anak berhadapan-dengan hukum, proses penanganan anak yang
berhadapan dengan hukum, pémbinaan‘anak sebagai pelaku tindak pidana,
pengertian pembinaan, tujuan pembinaan, lembaga-lembaga pembinaan

anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian
terkait pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di Ipks abh taman
harapan kota langsa, gambaran umum, proses pembinaan anak sebagai
pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, faktor
pendukung dan penghambat, tinjauan hukum Islam terkait pembinaan anak

sebagai pelaku tindak pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa.
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Bab keempat, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas
kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab
keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan
penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab
pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan oleh penulis

AR-RANIRY



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBINAAN ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan
Hukum Islam
1. Pengertian Tindak'Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman,
nestapa atal sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana
artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik,
jahat{’ pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai
terjemahan dari bahasa ‘Belanda  strafiecht adalah semua aturan yang
mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman)
hukuman bagi mereka yang melanggarnya.*”

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridissfnormatif) yang berhubungan dengan perbuatan,yang melanggar
hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar
feit”, di“dalam kitab Undang{/-Undang Hukum Pidana tidak terdapat
penjelasan mengenai apapsebenarnya; yang dimaksud dengan strafbaar feit
itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkam dengan delik, yang
berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat
dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana”.'®

Pengertian Tindak Pidana dari pendapat beberapa ahli:

1. R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut

Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

1" Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Penerbit Alumni: Bandung, 1992),
hlm 114
18 Teguh Prastyo, Hukum Pidana, (PT. Raja Grafindo Persada: jakarta, 2012), him. 47.

14
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yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat
dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur
pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam
hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan
dalam KUHP maupun peraturan perundang- undangan lainnya.*°
Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi
diberikan berdasarkanmnorma hukum'yang ada.

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh
peraturah perundang-undangan, jadi suatd kelakuan yang pada
umumnya dilarang dengan ancaman pidana.?

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang
berhubungan dengan kesalaban dan yang dilakukan oleh orang yang
mampu bertanggung jawab.

Moeljatno, menerjemahkan istilah/ strafbaar feit dengan perbuatan

pidana.#Menurut pendapat, belian istilah”™ “perbuatan pidana” menunjuk

kepada makna adanya suatu kelakiian manusia yang menimbulkan akibat

tertentu yang dilarang hukuin /di“mana.pelakunya dapat dikenakan sanksi

pidana. Dapat diartikan demikian karenaykata “perbuatan” tidak mungkin

berupa kelakuan-alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut

perbuatan itu adalah hanya manusia.

21

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan

diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain

perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

him. 81.

19 Kamus Hukum, (Citra Umbara, Bandung, 2008), him. 493.
20 Tri Andrisman. Hukum Pidana. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007),

2L Asshiddigie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsan Tentang Hukum, (Jakarta :

Konstitusi Press, 2021), him. 48.
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oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang

sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma,
yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam
dengan pidana untuk, mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan-kesejahteraan umum.

b. Definisi/menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang
oleh peraturan undang-undang dirumuskan, sebagai perbuatan
yang dapat dihukum.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa
strafbaar feit adalah kelakuan (randeling) yang diancam dengan pidana,
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan
yang dilakukan oleh‘orang yangmmampu bertanggung jawab. Van Hamel
juga'merumuskan bahwa strafbaar jfeit adalah‘kelakuan orang (menselijk
gedraging) yang dirumuskan"dalam wetyang bersifatsmelawan hukum,
yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.?

Menurut Barda Nawawil Anef,. tindak pidana adalah perbuatan
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang oleh peraturan perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu,
antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan
antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang
dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan”
dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar

22 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta: Jakarta, 2000), hlm. 56.
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bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan
secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya , dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel
Delicten) dan tindak pidana meteril (materil delicten). Tindak pidana
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal
362 KUHP yaituteftang pencutian. Tindak pidana materil inti
laranganya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu
siapa gyang wmenimbulkan |akibat yangs dilarang itulah yang
dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja
(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang
diatur di dalam "KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan)
yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal
354¢yang dengan sengaja melukai.orang lain. Pada delik kelalaian
(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal
359 "KUHP yang menyebabkan Lsmatinya seseorang, contoh lainya
seperti yang diaturdalam Pasal; 18§,dan Pasal 360 KUHP.

d. Berdasarkan macam perbuatanya, tindak pidana aktif (positif),
perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk
mewujudkanya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang
berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal
378 KUHP)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
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dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.??
2. Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Tindak Pidana dalam pengertian fikih dapat disamakan dengan
istilah "jarimah" yang diartikan sebagai larangan syara’ yang dijatuhi
sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman had atau fa'zir. Para
fugaha (yuris Islam) menggunakan kata+'jinayah" untuk istilah "jarimah"
yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian "jinayah" atau
"jarimah" #idak berbeda dengan pengertian findak, pidana (peristiwa
pidana);/delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum
Islam" sering menggunakan kata-kata \"jinayah" untuk 'jarimah" yang
diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang
dimaksud dengan kata "jinayah" 1alah perbuatan yang dilarang oleh syara’,
apakah perbuatan mengenai jiwaatau benda dan lainnya.?*

Kata "jinayah'" merupakan bentuk' (masdar) dari kata "jana". Secara
etimologi "jana" berarti~ berbuat ‘dosa.catau salah, sedangkan jinayah
diartikan perbuatan dosa atau perbbatan salah. Seperti dalam kalimat jana
‘ala qaumihi jinayatan artinyalia=telah melakukan kesalahan terhadap
kaumnya. Kata jana jugasberarti,"memetik", seperti dalam kalimat jana as-
samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat
disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata
Jjinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.
Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti
yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa jinayah adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh agama (syara’) yang diancam dengan

hukuman had atau takzir. Adapun pengertian jinayah, para fuqaha

2 https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=chrome
24 Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), him. 123.
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menyatakan bahwa lafal jinayah yang dimaksudkan di sini adalah setiap
perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa,
harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi jinayah,
bahwa istilah jinayah menurut syara’adalah setiap perbuatan yang dilarang.
Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syara’ adalah dilarang untuk
melakukannya, karena adanyagbahaya mengenai agama, jiwa, akal,
kehormatan, atau harta benda.?
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana
Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan
kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagiymenjadi dua
macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif- 2
Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang
melekat pada diri pelaku atau_yamg berhubungan/dengan diri pelaku, dan
termasuk ke dalammya‘yaitu segala sesuatu 4ang terkandung di dalam
hatinyasSedang yang dimaksud dengansunsur-unsur Obyektif itu adalah
unsur-unsur yang ada hubunganyasdengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan‘tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.
Menurut Lamintang unsur-unsug Subyektif, dari suatu tindak pidana
itu adalah:
Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain;

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

% p A F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, (PT. Citra
Aditya Bakti: Bandung, 1997), him. 193.
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut
Pasal 340 KUHP;

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Subyektif darissuatu tindak pidana itu adalah:

Sifat melanggar ataw'wederrechtelijkheid,

b. Kualitas dari seorang pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang
pegawai negeri”’ di dalam kejahatan jabatan 'menurut Pasal 415
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan
terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

¢. Kausalitas, yakni' hubungan ' antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Mocljanto, uasur tindak pidana adalah:

Perbuatan;

b. Yang dilarang (oleh-aturan hukum);

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).?’

Perbuatan manusia-§aja.'yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada
pada perbuatan itu, tapi tidak \dipisahkan dengan orangnya. Ancaman
(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu
dalam kenyataanya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana
merupakan pengetian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.
Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak
pidana adalah.

a. Kelakuan manusia;

b. Diancam dengan pidana;

27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, (PT. Raja Grapindo Persada:
Jakarta), 2007, hlm. 79.
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c. Dalam peraturan perundang-undangan.
Batasan yang dimuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak
pidana adalah:
a. Perbuatan (yang);
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukanseleh orang yang dapat);
d. Dipertanggungjawabkan.
Sementara [itu, Schravendijk dalam batasan yang dimuatnya secara
panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur'sebagai berikut:
a. Kelakuan (orang yang);
b." Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
Diancam dengan hukuman;
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
¢. Dipersalahkanfkesalahan,2

4. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari
Surat Keputusan Bersama-(SKIB)<Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung,
Kepala POLRI, MenterijHukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan
Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada tanggal
22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan
semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak. 2°

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah suatu

tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap

28 Ibid, him 81.
2% Rahtami Susanti, 2014, Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian

Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
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bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu
negara dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dianggap sebagai
perbuatan yang tercela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Sistem Peradilan pidana anak pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah
berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi,belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik, dengan hukum,
anak<yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak\pidana. Anak
yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah seorang anak yang
sedang berhadapan dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak
pidana, sementara ‘anak tersebut dianggap /belum mampu untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya,.dikarenakan usianya yang belum
cukup déwasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuan, dengan undang-
undang yang berlaku. Umumnya®anak yang berkonflik dengan hukum
didefinisikan sebagai anak-yang!/didakwa atau dinyatakan bersalah dengan
melanggar ‘ketentuan shukum, jatauw, seerang “anak yang diduga telah
melakukan atau melakukan suatu pelanggaran hukum. *

Ada dua kategori perilaku anak yang dapat membuatnya berhadapan
dengan hukum, yaitu:

1) Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan seperti tidak

menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

30 Mohammad Farid, Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, (Setara: Yogyakarta,
2006), him. 130.
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2) Juvenile deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila
dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran
hukum.

Perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku
dewasa adalah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1)
pidana pokok untuk anaksyang berhadapan.dengan hukum yaitu:

a. Pidana peringatan;

b. Pidanadengan syarat:

1) Pembinaan di luar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan.

Pelatihan kerja;

d. [Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

Berbeda dengan KUHP, pidanagpokok yang "disebutkan dalam
KUHP'Pasal 10, yaitu:

a. Pidana mati,
b. Pidana penjara,
c. Kurungan, dan
d. Denda

Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pelaku
dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pada pelaku dewasa hukuman
mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak
adalah pembinaan itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak
diperbolehkan hukuman mati atau pembinaan seumur hidup. Perbedaan
lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses
penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif

lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses
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tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, dan
pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya
mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan
bantuan hukum. Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan
orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak
diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan
orang dewasa dimana-hakim menggunakan toga saat proses perdilan.
Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk
umum, befbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka
untuk ymum.

Upaya memberikan = perlindungan hukum terhadap anak,
penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah “anak
nakal” akan lebih tepat untuk menghilangkan stigma yang kurang baik
bagi perkembangan psikologi amak dikermudian hari. Namun ada juga yang
berpendapat ingin menggunakan istilah “anakbermasalah dengan hukum”
sebagaimana digunakandalam Undang-"Undang Nomozt 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas;Undang-«Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Penggunan istilah. “anak bermasalah dengan hukum”
lebih bersifat subjektif, dalam artixditujukan terhadap anak secara individu.

Tindak pidana anak adalah perbuatan yang dirumuskan dalam
perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada
hakikatnya merugikan perkembangan anak itu sendiri serta merugikan
masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut
dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah
perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan

gejala sakit yang secara sosial pada anak-anak dan remaja yang
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disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang
menyimpang. 3!

Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga
menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun
bagi orang lain disekitarnya.

Adapun jenis-jeniS Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
menurut UU Nomior 11 Tahun 2012 terdiri dari:*2

a. anakd{yang berkonflik dengan hukum: anak yang telah berusia 12
tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak
pidana;

b. anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban): anak yang
belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonominyang disebabkan oleh tindak pidana; dan

c.. anak yang menjadi saksi tindak /pidana (anak saksi): anak yang
bélum berumur 18*tahun yang dapat memberikansketerangan untuk
kepentingan penyidikan, . penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang <suatu.perkara.pidana yang didengar, dilihat, dan

dialaminya sendiri:

5. Proses Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kebijakan penanganan ABH menurut Undang-Undang sistem
peradilan pidana anak No. 11 tahun 2012 diarahkan kepada penyelesaian
perkara anak dengan pendekatan keadilan restorative yang dilakukan oleh

berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah,

31 Kartini Kartono, Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja, (Raja Wali Pers: Jakarta.
1992), him. 18.

%2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan
sosial kemasyarakatan, pengacara, lembaga masyarakat lainnya. Menurut
Muladi, restorative justice atau keadilan restorative adalah sebuah teori
yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau
ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai
dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang
berkepentingan.

Konsep keadilan restorative lebih menitikberatkan pada kondisi
terciptanyaskeadilan dan keseimbangan bagi pe€laku tindak pidana dan
korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus
pada‘ pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk
menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil
dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.*®

Dalam hal tindak pidama dilakukan oleh anak sebelum genap
berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak
melampaui batas umur 18 ‘tahun tetapirbelum mencapai umur 21 tahun
anak tetap diajukan ke sidang anak.

Menurut Pasal<21 /Undang.Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana,Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah
RI Nomor (65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun adalah
“ Anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan
tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil
keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau
mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada
instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang menangani bidang kesejateraan sosial ”, jika dalam perkara dewasa

33 Mansari, Restorative Justice. (Banda Aceh: 2016), hlm. 17.
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(usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu
didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan
hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Adapun pihak- pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana

anak yakni :

1))
2)
3)
4)

5)

Penyidik adalah Penyidik Anak;

Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;

Hakim adalah Hakim Anak;

Pembimbing ‘Kemasyarakatan adalah pejabat ‘fungsional penegak
hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan\di luar proses
peradilan pidana;

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga
pemerintah maupun swastamyang memiliki /kompetensi dan profesi
pekerjaan sosialserta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh
melalui pendidikan, *dan"atan pengalaman praktikspekerjaan sosial
untuk melaksanakan masalah sosial;

Adapun proses penvidikan.dan.penuntutan terhadap perkara anak

sebagai berikut :

a. Penyidikan

Penyidikan dilakukan™ oleh penyidik yang ditetapkan
berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan
oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa
Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam
melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib
meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing
kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan

kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil
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penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan
penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban
penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga
kesejahtaraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, selanjutnya
terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum
(ABH) pada tingkat” penyidikan;»penuntutan dan dan pemeriksaan
perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dariproses peradilan pidana di
luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses,tersebut dengan
syarat-syarat sebagai berikut:

1) Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun;
2) Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selaingketentuan tersebut, berlaku pula terhadap
anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana
pénjara dibawah 7-tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana
yang diancam pidana’ penjara 7 .tahun atau lebih dalam bentuk
dakwaan subsidiaritas, | alternatif, kumulatif maupun kombinasi
(gabungan).®

Diversi bertujuan:
a. Mencapai perdamaian anatara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;
Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang

dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali,

34 Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak
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pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional
berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang
mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang
melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil=kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa:
dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang
tua/wali, keikutsertaan @ dalam pendidikan/pelatihan dilembaga
pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal
kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab
dalam = pelaksanaan | diversi. untuk diterbitkan penghentian
penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan
perkara dan jika tercapamymaka /proses pemeriksaan dilanjutkan.
Selanjutnya dalam hal tidak terjadi‘kesepakatan dalam waktu yang
ditentukan maka "pembimbing (kemasyakatan segera melaporkan
kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

b. Proses Pemeriksaan-Anak

Penyidiky Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan
atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa
perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga
atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap
tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan
didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping

dengan ketentuan yang berlaku.
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Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah
sebagai berikut:

a) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal
memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak
tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak
barang bukti atau'tidak akan mengulangi tindak pidana;

Penahananan dapat dilakukan dengan syarat:

e Umur anak 14 (empat belas) tahun;

o/ Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan ‘terhadap anak 'tentunya berbeda pula dengan
terdakwa dewasa dan terhadap penahanan terhadap anak yang
berkonflik-hukunm tersebutiyakni sebagai betikut:

1) Penahanan_oleh Penyidik paling<lama 7 hari dan dapat
diperpanjang oleh Penuntut/Umum, selama 8yhari; sedangkan
terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

2) “Penahanan oleh-Penunitut-tJmum, paling lama 5 hari kemudian
dapat diperpanjang eleh Hakimselama 5 hari sedangkan terhadap
terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;

3) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama
15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30
hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam
tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua
Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau

lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak
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dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali
pembacaan putusan. Kemudian dalam peroses persidangan Hakim
wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi
bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping
tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau
pemberi bantuan hukum laihnya atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada“saat memeriksa,_anak korban atau anak saksi,
hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar. Dalam hal
anaks korban atau anak saksi tidak dapat hwuntuk memberikan
keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan
anak korban atau anak saksi ‘didengar keterangannya di luar
persidangan melalui perckaman . elektronik yang dilakukan oleh
pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut
Umum dan ‘Advokat _atau pemben bantuan hukum, melalui
pemeriksaan jarak jauh atau teleconference.

Hakim  sebelum™ menjatuhkan putusan memberikan
kesempatan kepada . orang . tua/wali/pendamping  untuk
mengemukakan halkyang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat
pembacaan putusan . pengadilan; dilakukan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, penjatuhan hukuman
terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan
tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*®

Terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia
14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang
meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada
seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti

35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah

atau badan swasta dan pencabutan Surat [jin Mengemudi, dan

perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah
berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan
macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang

RI Nomor 11 Tahun 2012ytentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

yakni sebagai berikut:

1. Pidana/pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana
bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat,
pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga
dan penjara;

2. Pidana tambahan berupa . perampasan keuntungan yang
diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik
hukum diancam ‘pidanakumulatif/berupa pidana penjara dan denda,

maka pidana denda diganti dengan‘pelatihan kerja,paling singkat 3

bulan dan paling-lama’ 1 tahun: Pidana pembatasan kebebasan yang

dijatuhkan terhadap-anak<paling lama 2 dari maksimum pidana
penjara yang diancamkan, terhadap orang dewasa, sedangkan
terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
terhadap anak. Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum
ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS),
sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap

tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak
yang berkonflik hukum mapun Penuntut Umum tentunya dapat

melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan
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peninjauan kembali, terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang
berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas
semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.®®

Penanganan ABH yang dilakukan oleh pekerja sosial di Lembaga

Penyelenggaraan KesejahteraamSosial adalah :

a.

Pemenuhan Kebutuhan yang di maksud meliputi: Makan, pakaian,
tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan, dan olahraga

Terapi psikososial

Térapi psikososial merupakan pembinaan individu maupun
kelompok untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, konatif dan
social yang bertujuan untuk terjadinya perubahan sikap dan perilaku
kearah yang adaptif.

Terapi mental dan spirituak

Terapi mental dan spriritual merupakan kegiatan pemahaman
péngetahuan-pengetahuan dasarkeagamaan, etikankepribadian, dan
kedisiplinan yang ditujukan untuk memperkuat sikap/karakter dan
nilai spiritual yang dianut ABH.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yokastonal.

Kegiatan pendidikan dan |pelatithan vokasional merupakan bentuk
pelatihan untuk penyaluran™ minat, bakat, dan menyiapkan
kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk
keterampilan kerja atau magang kerja.

Pendampingan Sebutan

Pendamping dalam sistem hukum indonesia disebutkan perlindungan
anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional

dalam bidangnya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

anak

36 https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-
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tidak dijelaskan secara rinci tentang peran-peran seorang
pendamping terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja
sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di
bidang penanganan ABH pada LPKS yang ditetapkan oleh Menteri,

baik diluar maupum di dalam lembaga untuk mendampingi ABH.*’

B. Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena
dengan pembinaan maka| dibarapkan dapat merubah narapidana dan anak
menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat.
Hal 'ini sejalan dengan pendapat: Yazid Effendi dan Kuat Puji Prayitno
bahwasanya pelaksanaan sistcmm,pemasyarakatan narapidana dibimbing
dengan pembinaan. Pembinaan yang dilaktikan®diharapkan dapat merubah
narapidana dan anak menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup di
tengah-tengah masyarakat' sesuaisdengan. aturan dan norma-norma yang
berlaku.®

Menurut Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud Pembinaan adalah: “Kegiatan untuk
meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial

Anak yang berhadapan dengan hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,
hlm. 17.

%8 Efendi, dkk, Hukum Penitensier Indonesia (Purwokerto: Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, 2005), him. 108.
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Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian

pembinaan sebagai berikut:

a. Pembinaan merupakan proses, pembuatan, cara membina,

b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan;

c. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
berdayaan dan berhasil guna smtuk mendapatkan hasil yang baik.3®

Menurut Mangunhardjana pembinaan adalah suatu proses belajar
dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang
baru yang’ belum dimiliki, dengan tujuan /fmembantu orang yang
menjalafiinya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan
kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang
dijalani secara lebih efektif.

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan
sebagai sistem perlakuan bagimarapidana dan anak. Pembinaan tersebut
yang meliputi berbagai upaya/peémbinaan atau bimbingan menjadi indikator
dari pelaksanaan sistem™pcmasyarakatan. Pengertian 'akan sebab orang
melanggar norma akan.dapat membantu menemukan cara yang terbaik
untuk pembinaan terhadap®sipelanggar hukum (narapidana dan anak),
karena itu ada hubungam antara mencari sebab _kriminal dengan mencari
sistem pembinaan yang efektif.

Berdasarkan kutipan diatas™ dapat disimpulkan bahwasanya
pembinaan itu adalah membina narapidana dalam usaha perbaikan terhadap
tingkah laku yang menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan
pendekatan perseorangan yaitu metode social case work: cara menolong
seseorang dengan konsultasi untuk memperbaiki hubungan sosialnya dan
penyesuaian sehingga memungkinkan mencapai kehidupan yang

memuaskan dan bermanfaat.

39 WIS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai
Pustaka, 1996), him. 50.
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2. Tujuan Pembinaan

Mengemukakan bahwa perkembangan pembinaan bagi narapidana
dan anak berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana
dan anak yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan
bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan
hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.*°

Undang-Undang.Nomor 3 Tahun,,1997 tentang Pengadilan Anak
dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan
dengan hukéim agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih
panjang/Serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan
akan< diperoleh jati dirinya untuk | menjadi manusia yang mandiri,
bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,
bangsa, dan negara,

Pola pembinaan anak megapakan swatu'cara perlakuan terhadap anak
yang, dikehendaki ‘elehy sistem” pemasyarakatan dalam usaha mencapai
tujuan, 4yaitu agar sekembalinya anak/dapat berperilaku, sebagai anggota
masyatakat yang baik dan bergunarbagi dirinya, masyarakat serta negara.*?
Atas dasar pengertian pembinaaniyang. demikian itu, sasaran yang perlu
dibina adalah pribadi dan ;budiy pekesti anak, yang didorong untuk
membangkitkan harga dir1 pada’diri sendiri, serta mengembangkan rasa
tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram
dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi
manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Pembinaan tersebut

dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu

40 C.1. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. (Jakarta: Djambatan, 1995),
hlm. 13.
41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

42 Suwarto. Individualisasi Pemidanaan. (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2013) hlm.13.
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memberi warna dasar agar anak dikemudian hari tidak melakukan kejahatan
lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun
pembinaan anak harus memperhatikan arah yang harus dituju yaitu
membina pribadi anak agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan
mentaati peraturan hukum, serta membina hubungan antara anak dengan
masyarakat luar.
3. Lembaga- Lembaga Pembinaan*Anak yang Berhadapan dengan
Hukum
Pembinaany terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan

Anak’ Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan

Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS pada suatu daerah tertentu.

Dalam perkembangannya, Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain yang

menangani anak berkonflik hukum: [embaga’ Pembinaan Khusus Anak

(LPKA)s Lembaga Penempatan Anak/Sementara (LPAS), dan Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraany, Sosialr (LPKS). Ketiga lembaga tersebut

memiliki‘perbedaan pengertian,yaitu:

1) Lembaga Pembinaan Khusus, Anak atau' disingkat dengan LPKA
merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri
merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah
dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut
untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena
Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini

bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi
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baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan

terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Saat

ini sudah ada 33 LPKA yang berada di setiap provinsi di Indonesia.*®

2) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat
sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung (pengganti
Rutan bagi anak) untuk usia 14 tahun sampai 18 tahun. Lembaga
Penempatan Anak _Sementara merupakan penahanan yang dilakukan
dengan mempertimbangkan  kepentingan |\ anak dan kepentingan
masyarakat, namun belum banyak tersedia diSeluruh Indonesia.

3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ) (LPKS) adalah
lJembaga atau tempat pelayanan =@ sosial yang ‘melaksanakan
penyelenggaraan  kesejahteraan | sosial bagi anak, Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) berperan penting dalam
membantu pelayanan kesejahteraan sosial anak yang mengedepankan
hak dan perlindungan yang seéharusnya anak dapatkan. salah satu hal
yang dilakukan yaitusmemberikandpelayanan rehabilitasi ABH (Anak
yang Berhadapan dengany Hukum). dengan memberikan program-
program yang berdamipak!ibaik:bagi perubahan kehidupan anak.
Lembaga Penyelenggaraan, Kesejahteraan. Sosial di atur dalam
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman
Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.**

Tempat pembinaan anak, harus terpisah dari tempat pembinaan
orang dewasa dan selama anak dibina kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial
anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2012). Pembedaan lembaga anak berhadapan dengan
hukum di Indonesia dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk

menghindari akibat negatif dari anak yang ditahan dan belum tentu terbukti

“3 https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/
4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial
Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
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melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak. Hal tersebut
dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman para anak binaan
yang telah terbukti tindak kejahatannya kepada anak yang berstatus tahanan

(belum terdakwa), dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.*

AR-RANIRY

4 Kartini Kartono, Gangguan- gangguan Psikis (Bandung: Sinar Baru), him. 187.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Lahirnya LPKS berdasatkan, realisasi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentangsPerlindungan Anak, lalu,Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Keputusan
Menteri Sosial Nomor 184/HUK/2011 tentang Lembaga Kesejahteraan
Sosial. /Penetapan LPKS sebagai’ tempat pelaksanaan rehabilitasi sosial
unfuk ABH berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik, Indonesia
nomor 107/HUK/2019. Lembaga ini berada'dibawah naungan Dinas Sosial,
oleh sebab itu [PKS termasuk kedalam program rehabilitasi sosial dari
Dinas Sosial Kota Langsa. LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa berdiri
padatahun 2019. Sebelumnya lokasi I PKS digunakan sebagai panti asuhan,
hingga/ keluarnya keputusan Menteri “Sosial Nomor ,107/HUK/2019
sehingga keberfungsian bangunan dan sistemnya dialihkan menjadi LPKS
sampai dengan sekarang..Adapun.untuk semua pegawai panti asuhan masih
diperkerjaan 'di LPKS sedangkan anak panti dipindahkan ke panti asuhan

yang lainnya.*
2. Profil LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Berikut akan ditampilkan data profil LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa yang bertujuan untuk menggambarkan lokasi dan keadaan

lembaga untuk mendukung data-data hasil penelitian

a) Identitas Lembaga

%6 Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal
26 April 2023

40
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1. Nama Lembaga : LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

2. Penyelenggaraan Lembaga : Dinas Sosial

3. Status : Milik Pemerintah

Alamat Lembaga

1. Jalan : Panglima Polem No. 66

. Dusun : Gang Mac:

pati bahwa

Kota Langsa

2

’ A

4 | Mushalla Baik
5 | Ruang Pembinaan Baik
6 | Ruang Administrasi Baik
7 | Ruang Kepala Baik
8 | Ruang Tamu Baik
9 | Lapangan Olahraga Baik
10 | Apotek Baik

47 Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal

14 Juni 2023
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11 | Kendaraan Dinas 2 Baik
12 | Kamar Mandi/ WC Pegawai 1 Baik
13 | Kamar Mandi/ WC Putri 2 Baik
14 | Kamar Mandi/ WC Putra 2 Baik
15 | Ruang Klinik 1 Baik
16 | Pos Keamanan 1 Baik
17 | Kamar TidurPengasuh Wanita 1 Baik
18 | Kamar Tidur Pengasuh Pria 1 Baik
19 | Gudang 1 Baik
20 | Perlengkapan Kantor ~ Baik
21 | Peralatan Keterampilan ~ Baik

4. Visi dan Misi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa
Visi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa:*?

a. Menjadikan LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa sebagai pusat
pelayanan dan rehabilitasi bagi - anak-anak yang mengalami

permasalahan hukum
Misi LPKS ABH Taman Harapan Kota [angsa :

a. Melaksanakan pelayanan~ dan“rehabilitasi sosial dengan berbasis
pendekatan sosial, psikologis dan spiritual.

b. Memberikan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.

c. Melakukan sistem rujukan sebagai rangkaian dari kegiatan pelayanan

dan rehabilitasi sosial.

“8 Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal
14 Juni 2023.
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5. Struktur Organisasi LPKS UPT Taman Harapan Kota Langsa

Kepala LPKS

Elda Agustriana , SH
Nip. 19760810 200504 2

Petugas Barang
Petugas Keuangan

Serwan

PET. PEK. TENAGA
ADMINISTRA SOSIAL MEDIS PSIKIATER
SI PROFESION a.
AL 1. Zaliskha
1. Munawir. Putra L. L2.PA )
) . ANEZ 7 DNinac Snaial

rﬁﬁ e —*ﬂ

INSTRUKTUR KONSELOR PENGASUH PETUG
KETERAMPILAN AS
. 1. Hamdan,S:Sos:T 1. Suriawati, S.Pd DAPUR
1. Mliza, SE st sVatiis $es ||| 2. Aisyah SHI _
2. Cut Nuraini, S.Pd 3. Aan Sumitro 1. Fauziah
2. Nurlatif
PETUGAS KEBERSIHAN PETUGAS KEAMANAN
SUPIR
1. Juan Putra 1. M. Ryzki Alhaj 1. Armia
2. Saudah 2. SATPOL

B. Proses Pembinaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS
ABH Taman Harapan Kota Langsa
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Pembinaan bertujuan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum
(ABH) dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi
kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak,
memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri,
disamping itu juga agar tersedianya lingkungan sosial yang mendukung
keberhasilan rehabilitasi sosial AAnak yang Berhadapan dengan Hukum
(ABH). Berikut adalah data yang penelitindapatkan mengenai kasus Anak
yang Berhadapan /dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku, saksi, maupun
korban. Adapun data ini peneliti himpun dari/datastahun 2019 sampai
349

dengan sekarang tahun 202
Tabel. 3

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2019

No | Nama Gender Umur Kasus Lama di LPKS

1 RM Laki-Laki 12 Pencurian | 02-11-2019 sampai
Tahun (Pelaku) ditangkap kembali
(namun tidak di

LPKS) 17-01-2020

2 ZN | Perempuan 16 Korban 29-10-2018 sampai
Tahun Kekerasan | 06-06-2019
Seksual
Tabel. 4

Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2020

No | Nama Gender Umur Kasus Lama di LPKS

1 HM | Perempuan 16 Khalwat 02-02-2020 sampai
Tahun (Pelaku) 20-02-2020

49 Data ABH di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal 20
Juli 2023
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2 VM | Perempuan 15 Khalwat 02-02-2020 sampai
Tahun (Pelaku) 20-02-2020

Ditangkap kembali

14 April — 27 April

3 SW | Perempuan 15 Khalwat 02-02-2020 sampai
Tahtin (Pelaku) 20-02-2020

Ditangkap kembali

14 April — 27 April

4 SR | Perempuan 16 Khalwat 10-04-2020 sampai
Tahun (Pelaku) 17-04-2020

5 SF | Perempuan 16 Khalwat 15-04-2020 sampai
Tahun (Pelaku) 18-04-2020

Tabel. 5
Jumlah Kasus'Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021
No | Nama Gender Umur Kasus Lama di LPKS

1 RS Laki-Laki 1O Laka Lantas | 02-02-2021 sampai
Tabun (Pelaku) 30-04-2021

2 CS Y| Perempuan 14 Khalwat 21-04-2021 sampai
Tahun (Pelaku) 28-04-2021

3 AB | Perempuan 14 Khalwat 21-05-2021 sampai
Tahun (Pelaku) 10-06-2021

Tabel. 6
Jumlah Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023
No | Nama Gender Umur Kasus Lama di LPKS

1. RD | Perempuan 16 Korban 10-02-2023 sampai

Tahun Kekerasan | 15-02-2023
2. RS Laki-Laki 17 Narkotika | 04-03-2023 sampai
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Tahun | (Pelaku) dan | 15-09 -2023
Pelaku

Pelecehan

Seksual

3. RM | Laki-Laki 17 Laka Lantas | 30-04-2023 Sampai
Tahtin (Pelaku) 30-07-2023

Berdasarkan data«diatas pada tahun»2019 terdapat satu anak laki-laki
dan satu anak perempuan, pada tahun 2020 terdapat lima anak perempuan,
pada tahun2021 terdapat satu anak laki-laki dan.dua anak perempuan, pada
tahun 2023 terdapat dua anak laki-laki dan satu anak petempuan, peneliti
menyimpulkan bahwa proses pembinaan yang ada di LPKS cenderung lebih
intens pada anak laki-laki. Proses pembinaan pada anak perempuan kurang
begitu terstruktur, maksudnya adalah tidak ada jadwal khusus untuk anak
perempuan dalam preses pembihaan. Alasannya karena hukuman untuk
anak perempuan divenisilebihsedikit sehingga‘untuk assesment data awal
untuk anak perempuan juga jarang Jdilakukan karenamhukuman hanya
sebentar dan dari data di atas ‘hampir disetiap tahun ada ABH yang di
tangani oleh LPKS ABH “Faman ‘Hardpan Kota Langsa, tetapi pada tahun
2022 LPKS'tidak menampung ABH: karena melakukan renovasi terhadap
pagar nya dikarenakan ada beberapa ABH melarikan diri dengan cara

memanjat pagar.

Sebelum adanya LPKS Anak yang melakukan pelanggaran hukum
ringan seperti khalwat ataupun pencurian dikembalikan ke orang tua tanpa
ada pembinaan ataupun sanksi, hal ini dikarenakan mereka masih di bawah
umur sehingga tidak ada jeratan hukum untuk mereka dan juga belum ada
lembaga khusus yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.>

Pada tahun 2019 LPKS berdiri di Langsa dan mulai mensosialisasikan

50 Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 05 September
2023
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fungsi dan peran mereka ke lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan.
Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum memiliki tempat khusus

untuk pemrosesan sanksi dan pembinaan/rehabilitasinya.

“ Dari awal berdiri sampai sekarang kami terus melakukan sosialisasi ke
lembaga-lembaga yang membutuhkan jasa kami seperti lapas, kantor polisi,
kantor Polisi Syariah, LP2A. Sehingga untuk anak-anak di LPKS ini berasal

dari kiriman mereka (WH), lapas, Polisi, Pengadilan Negeri.” >

Proses pembinaan dilaksanakan dengan .mémpertimbangkan hasil
assesment pekerja sosial profesional. Adapun metode\pembinaan yang
dilakukan Lembaga Penyelenggaraan, Kesejahteraan Sosial, kepada Anak
yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal kepada anak,
berlanjut kepada pengungkapan dan pemahaman masalah dimana pekerja
sosial profesional melalukakan upaya wawancara serta observasi hal-hal
yang menyangkut, permasalahain anak o setelah pemecahan masalah
ditemukan maka berlanjut kepada proses r€integrasi sosial, terminasi dan
pembinaan.

Setiap anak memang. memiliki intervensi (penanganan masalah)
yang berbeda-beda, namun begitu untuk struktur alur metode LPKS dalam
memberikan | layanan  pembinaan~individual~ pada ABH memiliki
keseragaman, berikut metode yang digunakan:

a. Assesment

Ketika anak pertama kali melakukan pembinaan, konselor akan
membuat surat pernyataan persetujuan orang tua/wali untuk menjadi klien,
lalu surat pernyataan bahwa ABH bersedia menjadi klien dan kesepakatan
hak dan kewajiban pekerja sosial dan ABH. Adapun proses Assessment
dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan identitas ABH

51 Hasil Wawancara dengan Ibu Elda, Selaku Kepala Lembaga, tanggal 19 Juni 2023
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Meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, bahasa yang
digunakan, alamat, data orang tua, dan data saudara kandung ABH.

. Gambaran kondisi penerima layanan

Meliputi keadaan fisik, emosi/psikologi, sosial, mental dan pola

pikir/kecerdasan.

. Permasalahan ABH

Gambaran kasus anak secara menyeluruh baik dari pihak aparat yang
melakukan penangkapan, dari ABH, maupundari pihak keluarga.

. Akibat dari permasalahan ABH

Menelusuri akibat dari permasalahan ABH yang berdampak terhadap
keluarga, lingkungan masyarakat maupun pada diri ABH sendiri.

. Kondisi keluarga

Meliputi kondisi‘ekonomi dan.kondist ABH dengan keluarganya. Pada
kondisi ABH dengan keluarganya meliputi hubungan ABH dengan
keluarga, saudara kandung ~masyarakat, temanws, sebaya mapun
lingkungan sekolah (jika masih sekolah). Disamping itu juga konselor
membuat genogram ABH (bertujuan untuk mengetahui kelemahan,

kelebihan dan masalah mendasar yag ada dalam keluarga).

. Potensi yang dimiliki

Mencari tahu apa yang menjadi bakat dan minat ABH, sehingga pihak
lembaga dapat membantu untuk mengembangkannya dan

memfasilitasinya selama proses rehabilitasi.

. Analisa masalah

Yaitu konselor menganalisis masalah apa saja yang dialami oleh ABH,

dapat berupa masalah mental ataupun masalah karakter ABH

. Rekomendasi

Untuk memaksimalkan rehabilitasi pada anak, konselor dapat meminta

rekomendasi kepada ahli atau instansi lainnya.
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Setelah semua data assessment hasil dari observasi terkumpul
barulah konselor merancang kebutuhan pelayanan apa saja yang
dibutuhkan, selain itu intervensi dilakukan oleh konselor kepada anak
meliputi perbaikan kepribadian, relasi sosial, karakter dan spritual. Adapun
target pelaksanaan intervensi terdapat jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Adapun proses pembinaan di LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa yaitu:>2

1) Upaya Perbaikan Karakter
Pemberian Nasihat Untuk sesi pembinaan dilakukan diruangan khusus,
dimana ruangan tersebut dibuat senyaman mungkin, dengan memiliki
fasilitas AC, ruangan dinding yang putih bersih, dan, juga dihiasi
dengan bunga-bunga' hasil kerajinan ‘tangan ABH sendiri. Adapun di
dinding ruangan pembinaan ditempel dengan kata-kata motivasi,
nasihat sekaligus ayat Al-Qu’an. Biaganya konselor memberikan
nasihat kepada ABH, melihat pada masalahgwaktu, dan cara yang tepat.
Konselor tidak serta, merta memasukkan nasthat disetiap sesi
pembinaan, harus ada cara yang tepat agar anak tidak tersinggung dan
harus. mengetahui masalahnyarsecara menyeluruh dan juga harus
disampaikan pada waktu yangtepat agar pemberian nasehat pada anak
dapat tersampaikan dengan baik.

2) Pengubahan Tingkah Laku Salah Suai
Pada masa kanak-kanak mereka cenderung belajar dengan mengamati
lingkungan sosialnya, sehingga dapat dikatakan perilaku belajar pada
anak lebih kepada meniru. Mereka belum bisa menyaring dan memilah
mana perbuatan yang baik untuk dilakukan ataupun yang tidak baik
untuk dilakukan, oleh sebab itu perilaku salah suai ABH seperti

mencuri, berbohong, tidak dapat mengendalikan emosi, etika dan

52 Hasil Wawancara dengan Bapak Safi’i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.
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empati yang kurang adalah bentuk perilaku salah suai yang bersumber
dari pengaruh sosialnya. Adapun perilaku salah suai ini dapat diatasi
dengan perbaikan kepribadian dan spiritual, adapun perbaikan
kepribadian meliputi pengendalian emosi, konsep diri, daya juang,
etika, sopan santun, loyalitas terhadap teman dan pekerja sosial.
Sedangkan perbaikan spiritualimeliputi kejujuran anak dan pelaksanaan
ibadahnya.

Perbaikan Spiritual

Perbaikan spiritual adalah bimbingan keagamaan,yang diterapkan di
LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa seperti, shalat lima waktu
secara berjamaah, mengaji/membaca Al-Qur’an, sholawat.dan memberi
kajian-kajian kerohanian 'setiap hari 'jum’at yang diberikan terhadap
anak didik di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. Dalam
pemberian bimbingan keagamaan oleh/ pihak LPKS ABH Taman
Harapan Kota \Langsa terhadap anak didik dengan menggunakan
metode kelompok/ bersamaan. Binibingan keagamaan, yang diterapkan
di' LPKS ABH Taman ‘Hatapan .Kota Langsa bertujuan untuk
memperbaiki sikap danperilaku lanak didik dan dapat membedakan
antara yang baiks dan jyang; busuk. Bimbingan keagamaan yang
diterapkan ~di. LPKS ABH' Taman Harapan Kota Langsa sangat
mempengaruhi  kehidupan anak didik, kegiatan keagamaan yang
diprogramkan oleh LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa harus
diikutsertakan oleh seluruh anak didik kecuali dalam keadaan sakit.
Karena tujuan dari pembuatan kegiatan ini guna untuk merubah anak
didik menjadi lebih baik dan dapat memberikan nilai positif terhadap
lingkungan dan teman-temannya ditinjau dari hak-hak anak didik di
LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa yakni mendapatkan layanan
pendidikan yang layak, bimbingan, pembinaan, kemandirian dan

kepribadian.
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4) Pelatihan Vokasional
Pihak LPKS memberikan pelatihan kepada ABH untuk
mengembangkan kemampuan dan bakatnya, adapun pelatihan yang
dilakukan berupa pelatihan public speaking, kerajinan tangan,
perbaikan alat elektronik, pelatihan pangkas. Hal ini bertujuan untuk
membantu mempersiapkan anak kembali kemasyarakat dengan dibekali
beberapa kemampuan®untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di
samping itu juga pelatihan vokasional diberikan untuk pengalihan anak
dalam gmelakukan pelanggaran hukum kembaliy, dikarenakan anak
sudah memiliki keahlian | yang = dapat disalurkannya maka
pelampiasannya tidak akan kepada pelanggaran hukum kembali.

Selain itu ada juga upaya penyembuhan trauma oleh anak. Adapun

Upaya penyembuhan psikologis anak yaitu:>

1) Upaya penyembuhan psikologis
Membangun Relasi‘SosiallFABH K onselor membantu ABH untuk dapat
membangun relasi sosial yang baik® dengan mengadakan berbagai
kegiatan sehingga ABH akan.teralihkan dari ingatan traumatisnya, hal
ini dilakukan sebagai<salah./satu<bentuk terapi pada ABH. Disamping
itu kegiatan ini sjuga jbertujuan; untuk “membangun kemampuan
berkomunikasi, menempatkan diri, serta berempati pada orang
disekitarnya. Penanganan trauma dengan mengalihkan perhatian anak
hanya bersifat jangka pendek, suatu saat ketika ia dihadapkan kepada
pemicu trauma maka trauma pada anak akan kembali lagi, untuk
penanganan trauma yang lebih kompleks lagi diserahkan kepada
psikolog yang ahli dibidang tersebut.

2) Memberikan motivasi

%3 Hasil Wawancara dengan Bapak Safi’i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.
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Disetiap sesi pembinaan pak Safi’i selaku konselor selalu mengingatkan
ABH untuk fokus kedepan jangan terus terpuruk karena kejadian
mengerikan itu. Konselor juga kerap memberikan motivasi kepada ABH
lainnya bahwa mereka masih muda, banyak hal yang perlu untuk
dilakukan dan banyak mimpi yang perlu dicapai, oleh sebab itu mereka

harus bangkit dan berubah keatah yang lebih baik.

Jalan-jalan

ABH diajak jalan-jalan kealam terbuka seperti hutan lindung, conservasi
mangrove. Hal ini bertujuan untuk menyegarkan pikiran mereka,
menenangkan saraf-saraf otak yang tegang dengan melihat pepohonan,
pemandangan yang indah dan orang-orang yang banyak. Ketekunan
anak dalam \ menjalani pembinaan | akan ¢enderung menghasilkan
kesehatan mental yang baik. Jika Keschatan mental anak baik, dan
penyesuaian sosialnya~meningkat, maka anak dapat'segera mengakhiri
sesi pembinaan. Sebaliknya, jika penyesuaian sosialnya rendah, dan
patologi meningkat, «.maka<-anak akan cenderung lebih lama
menyelesaikan sesi pembinaan. ;Dengan demikian kesehatan mental
anak cenderung berpengaruh terhadap hubungan dan keberhasilan
pembinaan.

Evaluasi

Dilakukannya pemantauan pada anak dengan melakukan kunjungan
rumah, hal ini bertujuan untuk melihat perkembangan anak diluar
lingkungan LPKS, disamping itu untuk mengukur derajat kualitas
pelaksanaan program pembinaan individual. Adapun proses evaluasi
berlangsung dengan bertanya kepada orang tuanya maupun langsung
berbicang dengan anak tersebut. Kunjungan rumah ini dilakukan satu

minggu sekali secara rutin selama satu hinga dua bulan hingga dirasa
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anak dapat menjadi pribadi mandiri, dapat mengatasi masalahnya

sendiri serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pembinaan Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota
Langsa

Setelah  Penelitie"melakukan “penelitian terkait faktor-faktor
pendukung maupun penghambat terhadap proses pembinaan. Adapun faktor
pendukungdalamikegiatan pembinaan anak didik di®LPKS ABH Taman
Harapan/Kota Langsa, yaitu :>*

1. _Semua pihak yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa
ikut bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan
hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga
dan masyarakat).

2. 'Peran masyarakat sekitar yangikut serta dalam mengawasi keberadaan
dansaktivitas anak didik selama dibinadi LPKS.

Hambatan-hambatan yang dihadapi-di LPKS didapatkan peneliti dari
hasil wawancara dan obseivasi.!/Factor.penghambat tersecbut dapat dibagi
dalam tiga kategori, yaitu;™
1. Hambatan dalam Pembinaan

Hambatan yang dialami dalam pembinaan individual meliputi represif
hukum yang lemah, yang mana dengan tidak adanya ketetapan hukum
dari pengadilan maka LPKS tidak bisa semaksimal mungkin dalam
membina ABH. LPKS hanya dijadikan sebagai tempat penitipan hingga
dipulangkan keorang tua anak. Hambatan lainnya berupa penolakan

orang tua, dengan adanya penolakan orang tua tentu saja akan

54 Data Dokumentasi LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa. diambil Pada Tanggal
14 Juni 2023.

% Hasil Wawancara dengan Bapak Safi’i, Selaku Konselor LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa, Pada tanggal 07 November 2023.
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menghambat proses pembinaan. Hal ini dikarenakan selama proses
pembinaan orang tua harus turut aktif didalamnya.

2. Kurangnya Fasilitas
Kurang nya fasilitas seperti tidak adanya nya fasilitas ruang isolasi dan
CCTV membuat anak sering kabur, sehingga proses pembinaan pun
menjadi terhambat.

3. Kurangnya Sosialisasi
Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan LPKS membuat masyarakat
tidak paham apa saja kegiatan yang lakukan oleh LPKS dalam membina
anak /sang berhadapan dengan hukum dengan demikian membuat ABH
ketika keluar dari LPKS tidak diterima oleh masyarakat karena stigma
dari masyarakat kepada mereka “anak nakal”. Sosialisasi kepada
masyarakat juga menjadi suatu tantangan juga kepada LPKS, pada saat
anak paska menjalant proses pembinaan di LPKS mereka dikembalikan
ke keluarga, banyak hal yangperiu kitasiapkan selain keluarganya, juga
lingktingan sekitarnya~atatt masyarakat tempat si amak itu kembali,
karena ketika si anak; melakukan tindak pidana pandangan masyarakat
kepada si anak sudah negatiflsehingga ketika si anak kembali lagi ada
penolakan-penolakan dari masyarakat.>®
Dari hasil iwawancara dengan| petugas LPKS di atas bahwa kurangnya
sosialisasi LPKS kepada masyarakat sehingga ketika anak tersebut
kembali ke lingkungannya banyak penolakan-penolakan dari
lingkungannya, sehingga membuat anak tersebut mengulangi
kesalahannya. Padahal masyarakat juga memiliki peran pengawasan dan
tanggung jawab terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar
mereka tidak mengulangi lagi kejahatannya. Seharusnya sosialisasi

terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan karena dengan adanya

% Wawancara dengan Bapak Serwan, Selaku Petugas LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa, Pada tanggal 14 juni 2023.
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sosialisasi terhadap masyarakat maka masyarakat akan mengerti dalam
menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga ketika
anak tersebut dikembalikan kepada keluarga atau lingkungannya tidak
terjadi penolakan-penolakan terhadap anak yang berhadapan dengan

hukum tersebut.

D. Tinjauan Hukum Islam Terkait Pembinaan Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa

Dalam agama Islam mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak,
karena anak lebih rentan dari kesalahan, oleh karena itu penting sekali
diketahui bagaimana aturan Islam tetsebut. Mengetahui aturan yang ada
dalam Al-quran dan hadits, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid. Umar
Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang
bermasalah, sekaligis ‘menjelaskan adamyal aturan bagi anak tersebut

sebagaimana riwayat di bawahini :
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Artinya: “Abdurrazaq telah meriwayatkan dari ibnu Juraij, ia berkata: telah
memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat
milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a.
telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula gisas dalam suatu

tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had
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bagi orang yang belum mencapai usia baligh, hingga ia mengetahui

apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam”.%’

Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam
membebaskan anak begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan ta ’zir
kepada anak, jika diberi fa’zir apa bentuk ta’zir yang cocok serta umur
berapa diterapkan fa zir itu.<Betbeda halnya pada aturan hukum di
Indonesia. Jika anakefelakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum
setelah diputus.bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur

dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan sebagainya.

Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang
dipakai hukum Islam 'dalam menentukan kejahatan anak schingga
diklasifikasikan jarimah/jinayah dan bagaimana bentuk sanksinya. Selain
itu, mayoritas umat [slam memahamt aturan untuk /kejahatan ada dan cukup
sederhana bahkan, dipahami -anak-anak’ diberi pembebasan dalam

pertanggung jawaban hukum. Sebagaimanasiwayat di bawah ini :
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Artinya:”’Telah  menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah
menceritakan kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku
mendengar Rasulullah Saw bersabda: Diangkatkan pembebanan
hukuman dari tiga jenis orang; anak kecil sampai ia baligh, orang

tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh”.

57 Abdul Razzaq ibn Hammam as Sanaani, Mushannaf Abdul Razagq, Jilid 10 (t.tp:
Majlis al- ‘Ilmi), hlm. 179.
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Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan
yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak
disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi
dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut al-
Rad’u al- Zajru dan tujuan edukatif (pengajaran) atau al- Islah wa al-
Ta’dib.*®Tujuan preventif artinyaymenahan pelaku jarimah supaya tidak
mengulangi perbuatannya“dan mencegah,orang supaya tidak melakukan
tindak pidana, tujuan yang ingin dicapai dari tujan preventif ini untuk
mengurangi’ kriminalitas dan menjaga keterfiban yang ada dalam
Masyarakat, tujuan preventif seperti jarimah bagi pencuri,,jika sanksi bagi
pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus mempunyai tujuan
yaitu supaya orang lain ‘tidak melakukan tindak pidana. Karena dengan
sanksi potong tangan tersebut ‘orang akan berfikir lebih dahulu untuk
melakukan tindak kejahatan. LTwjuan edukatif agtinya untuk memberikan
pelajaran bagi pelaku“jarimah, agar pelaku’ tersebut dapat mencapai
kesadaran batin untuk tidak mengulangisperbuatannya.»Dasar penjatuhan
sanksi | pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa
keadilan ‘menghendaki agar suatuhukum harus sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan oleh pelakuj: sglain; itu \diharapkan agar sanksi tersebut
membuat pelaku kejahatan sadar'akan perbuatan yang telah dilakukannya,

sehingga mereka tidak mengulangi lagt perbuatannya.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa
unsur yaitu : al- Ruknu al- Syar’i; adanya nash yang mengundangkannya,
al- Ruknu al- Maddi; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan al-
Ruknu al- Adabi, adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai
pertanggung jawaban pidana. Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi

pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat, bahkan hakim

%8 Hassan Hanafi, 4sas-asas Hukum Pidana Islam ( Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1986), him. 279.
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dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana had
dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan seorang imam atau
hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi

pidana.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam
syari’at islam adalah sebagai peficegahan dan pendidikan serta pengajaran.
Dalam hukum Islamesbelakangan ini diusulkan,adanya perubahan orientasi
jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur
pembalasah dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya
teori jawabir (paksaan). Kemudian, ditemukan teori baru yang menyatakan
bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngerisbagi orang
lain|agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini
dikenal dengan teoti zawajir (pencegahan). Terdapat beberapa anggapan
yang menyatakan, bahwa hukKuman dalam/hukum pidana Islam hanya
bertujuan untuk membalas (retributif justice)s karena orang hanya teringat
dengan qishas saja. Padahaly, hukuman dalam hukum pidana Islam tidak
semata mata bertujuan untuk pembalasan’saja, namun bertujuan untuk: (1)
menegakkan keadilan..(lebib_tampak pada hukuman qishas-diyat), (2)
membuat jera pelaku atau prevensi khusus (lebth nampak pada hukuman
hudud), (3) memberi pencegahan secara umum atau prevensi general (lebih
tampak pada hukuman hudud), dan (4) memperbaiki pelaku (lebih tampak
pada hukuman ta’zir). Sejalan dengan ini, teori zawajir sejatinya hanya
berfokus pada pencegahan atau lebih pada membina pelaku kejahatan

daripada harus balas dendam kepadanya.*®

Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban

bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu,

59 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cetakan I1I. (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), him. 31.
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kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu
kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui

hidupya, yang terdiri:®°
a. Masa Tidak adanya Kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh
tahun, sebagaimana kesepakatan fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak
dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir,’belum tamyiz”. Meskipun
kemampuansberpikir kepada usia tertentu, akan tetapi fugaha berpedoman
dengan usia dalam menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa
berlakti untuk semuaa orang, dengan, mendasarkan kepada,keadaan yang
banyak terjadi pada anak-anak kecil, sehingga fugaha berpendapat bahwa
perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah usia tujuh tahun
tidak dijatuhi hukuman, baik hukiman pidana atau sebagai pengajaran.
Akan tetapi anak tersebut dikemakan pertanggtingjawaban perdata, yang
dibebankan atas harta 'milik | pribadi, yakni memberikan ganti kerugian

terhadap kerugian yang didesita,olchforang lain.
b. Masa Kemampuan Berfikit yangEemah

Masa ‘ini-dimulai sejak anak berusia tujub tahun sampai mencapai
kedewasaan (baligh). Mayoritas fugaha membatasinya dengan usia lima
belas tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia
dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang
sebenarnya. Imam Abu Hanifah dan golongan mazhab Maliki membatasi
kedewasaan pada usia delapan belas tahun. Pada masa tersebut seorang
anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang

diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran. Mengenai

80 Hassan Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam ( Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1986), him. 368-370.
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pertanggung jawaban perdata, maka anak tersebut tetap dikenakan,

meskipun bebas dari tanggung jawab pidana.
c. Masa Kemampuan Berpikir Jenuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan
(sinnurrusydi) atau setalah anak mecapai usia lima belas tahun atau delapan
belas tahun, menurut ikhtilaf"dikalangan_fugaha. Pada masa ini seseorang
dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya.
Berdasarkanspenelitian pada Alquran dan hadisgKejahatan/tindak pidana
(jarimah) terbagi kepada tiga macam yaitu: (1) Jarimah hudud, (2) Jarimah
qisas/diyat dan (3) Jarimah ta’zir. Jarimah hudud berupa,, zina. gadzaf,
tuduhan palsu, mencuri, merampok minuman keras, pemberontakan, dan
murtad. Jarimah gisas dimaksudkan kepada pembunuhan dan perlakuan
melukai dengan sengaja. Jarimah divat, adalah denda bagi pembunuhan dan
perlakuan melukai kesalahan ataw tidak sengajasSedangkan jarimah ta’zir,
adalah kejahatan yang disebutkan bentukaya dalam Al-quran dan hadits
tetapi sanksinya tidak dijelaskan atati perbuatan yang dinyatakan kejahatan
oleh pemerintah/penguasa.. Kaitannya dengan kejahatan anak, penulis
merumuskannya dengan menghubungkan konsep kejahatan dalam hukum
pidana Islam| dengan bukti kongkrit-kejahatan-anak yang dapat diperoleh

dari beberapa hadis, atsar sahabat dan pendapat tabi’in.

Dari kesimpulan di atas Pembinaan anak di LPKS ABH Taman
Harapan Kota Langsa tidak bertolak belakang dengan Hukum Islam karena
hanya dilakukan pembinaan saja tidak ada hukuman lain namun terdapat
juga perbedaan pada aturan hukumnya. Jika anak melakukan kejahatan
dapat dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat
ringannya hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti pembinaan
di Lembaga Pembinaan Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum

Islam anak-anak diberi pembebasan dalam pertanggung jawaban hukum



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

(1)

2

Proses pembinaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil
asseSment pekerja sosial profesional. Metode pembinaan yang
dilakukan Lembaga Penyclenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada
Anak yang Berhadapan dengan Hukum berupa pendekatan awal
kepada anak, berlanjut kepada ' pengungkapan dan pemahaman
masalah dimana pekerja sosial profesional melalukakan upaya
wawancara serta observasi hal-hal yang menyangkut permasalahan
anak, setelah‘\pemecahan masalah ditemukan maka berlanjut
kepada proses reintegrasi sosial, tefminasi dan pembinaan, proses
pembinaan nya ada.3 tahapdn. yaitu : 1. Upaya Perbaikan Karakter,
2. Pengubahan Tingkah Laku Salah Suai, 3. Perbaikan Spiritual, 4.
Pelatihan Vokasional,

Adapun-faktor pendukung dalam-kegiatan pembinaan anak didik di
LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa, yaitu : semua pihak
yang berada di LPKS ABH Taman Harapan Kota Langsa ikut
bertanggungjawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan
hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke
keluarga dan masyarakat), peran masyarakat sekitar yang ikut serta
dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas anak didik selama
dibina di LPKS. Faktor penghambat nya yaitu hambatan dalam

pembinaan, kurangnya fasilitas, serta kurangnya sosialisasi.
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(3) Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban
bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara,
yaitu; kekuatan berfikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh
karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan
masa yang dilalui hidupya, juga dalam pandangan hukum Islam.
Maka dari itu Pembinaan anak di LPKS ABH Taman Harapan
Kota Langsa tidak“bertolak belakang dengan Hukum Islam karena
hanya di lakukan pembinaan saja tidak ada hukuman lain namun
terdapat juga perbedaan pada aturandhukum nya. Jika anak
melakukan kejahatan dapat dikenakan sanksi hukum setelah
diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya hukuman telah diatur
dalam Undang-undang, seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan
Anak dan sebagainya sedangkan dalam hukum Islam anak-anak
diberi pembebasan dalamppertanggung jawaban hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil ‘penclitiang®maka sebagai langkah perbaikan
peneliti. memberikan saran-saran-atau alternatif solusi demi tercapainya
pelayanan pembinaan ..yang..maksiumal pada Lembaga Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sesial sebagai berikut :

1. Menjadwalkan pertemuan rutin berkala sebagai forum evaluasi dan
diskusi terhadap kegiatan pembinaan yang telah diberikan untuk
perbaikan mutu pembinaan selanjutnya.

2. Mengadakan seminar atau diskusi tentang pembinaan anak yang
berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan
dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS.

3. Menyesuaikan pola pembinaan dengan kondisi sosial budaya yang

ada/kondisi sosial dan budaya setempat.
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4. Meningkatkan volume kegiatan sosialisasi program pembinaan untuk
anak yang berhadapan dengan hukum di LPKS kepada masyarakat
luas dengan cara mengadakan sosialisasi program ke daerah-daerah
tingkat dua.

5. Meningkatkan sarana operasional (rumah antara atau memperbaiki

gedung LPKS) demi lancarhya pelaksanaan program yang diberikan.

AR-RANIRY
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